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Tulisan ini menganalisis tentang implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. Belum efektif-
nya program JPD dalam mencapai tujuannya menjadi latarbelakang kajian ini. Pentingnya penilaian untuk menjelaskan ala-
san-alasan program JPD tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan 
penulis untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terhadap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik obser-
vasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di kota Yogyakarta belum efektif mencapai tujuannya dikare-
nakan: pertama, hasil penilaian keluaran (output) program seperti akses, bias, cakupan, dan ketepatan layanan menunjukkan 
belum efektif dilaksanakan. Kedua, penilaian hasil keluaran (outcome) program menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan 
kepada para siswa KMS secara langsung dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut pada penilaian kedua yaitu dampak 
jangka menengah (intermediate) belum menunjukkan efektif karena motivasi belajar maupun prestasi belajar siswa KMS masih 
dapat dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jangka panjang (long-term) belum dapat terwujud dan masih menjadi harapan 
program.
Kata kunci: Implementasi, Kota Yogyakarta, program JPD
Abstract:
This paper analyzes on the implementation of the Regional Education Assurance (Jaminan Pendidikan Daerah/JPD) Program 
in Yogyakarta. The background of this study is the fact that JPD program has not been effective in achieving its goal. The goal of 
this paper is the importance of assessment to explain the reasons for the JPD program has not effectively. Qualitative descriptive 
approach is used to explain objectively, detail, and depth to the results that have been obtained in the field. Observation, interview, 
and documentation is used by the author in collecting the data. The result shows that the implementation of the JPD Program 
in the Yogyakarta City has not effectively achieve its objectives because: first, the assessment of the program outputs such as access, 
bias, scope, and accuracy showed that the program was not effectively implemented. Second, the assessment of program outcomes 
indicated that the KMS students can use the aid directly as a short-term impact. However, the second assessment that the medi-
um-term impact (intermediate) shows that it has not been demonstrated effectively in terms of KMS student’s learning motivation 
and achievement. Furthermore, long-term impact (long-term) can not be realized and remains as a program expectations.
Kata kunci: Implementation, JPD Program, Yogyakarta City
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I. PENDAHULUAN
Program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 
merupakan salah satu inovasi program di bidang 
pendidikan yang telah diinisiasi oleh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Yogyakarta. Program JPD ada­
lah program khusus di bidang pendidikan yang 
menyediakan pemberian bantuan dana sosial 
kepada warga miskin yang terdaftar dalam Kar­
tu Menuju Sejahtera (KMS). Program JPD ini 
memberikan kesempatan kepada para siswa dari 
keluarga miskin untuk mendapatkan akses pen­
didikan yang berkualitas dari jenjang pendidikan 
TK/RA/TKLB, SD/SDLB/MI, SMP/SSMPLB/
MTs, hingga SMA/SMALB/MA/SMK baik swas­
ta maupun negeri. 
Tujuan diberikannya JPD adalah agar tidak 
ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang 
KMS terpaksa putus sekolah karena alasan bi­
aya. Lahirnya Program JPD ini merupakan wu­
jud komitmen Pemkot Yogyakarta dalam men­
dukung pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 
yang sudah digulirkan sejak tahun 2007/2008. 
Pemkot Yogyakarta menetapkan Program JPD ini 
dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota 
Yog yakarta.
Kajian ini penting untuk dilakukan karena 
persoalan yang serius dihadapi Pemkot Yogyakar­
ta menunjukkan bahwa implementasi program 
JPD kenyataanya belum secara efektif mampu 
mencapai tujuannya. Secara idealnya, hadirnya 
JPD dapat menurunkan angka putus sekolah. 
Namun, hasil analisa penulis menunjukkan bah­
wa angka peningkatan angka putus sekolah setiap 
tahunnya memiliki kecenderungan meningkat 
sesuai dengan data deskripsi di bawah ini.
Belum efektifnya pencapian program JPD 
tersebut menjadi inti masalah yang menarik un­
tuk dibahas. Menjadi perhatian penting karena 
tantangan yang dihadapi oleh Pemkot Yogyakar­
ta saat ini memiliki situasi yang rentan terhadap 
peningkatan angka putus sekolah. Pasalnya, ma­
halnya biaya pendidikan dengan situasi banyak­
nya masyarakat yang memiliki ekonomi kurang 
mampu (miskin) menjadi sinyalir dan memberi­
kan kontribusi terhadap peningkatan angka pu­
tus sekolah. 
Hal ini dikarenakan jumlah siswa miskin di 
kota Yogyakarta meningkat. Peningkatan jumlah 
pemegang KMS 2013 mencapai 25 persen (Tri­
bun, 2013). Berdasarkan data Dinas Sosial, Tena­
ga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) 
Kota Yogyakarta penduduk miskin di Yogyakarta 
yang mendapatkan KMS tahun ini (2013) seba­
nyak 21.299 KK atau 68.188 jiwa. Jumlah terse­
but lebih tinggi dibandingkan tahun lalu (2012) 
yang mencapai 17.018 KK atau 54.530 jiwa. Rin­
ci an pendataan KMS 2013 sebanyak 21.299 KK 
meliputi, kategori pemegang KMS 1 (fakir mi­
skin) sebanyak 283 KK, pemegang KMS 2 (mi­
skin) sebanyak 8.944 KK dan pemegang KMS 3 
(rentan miskin) sebanyak 12.072 KK.
Dilatarbelakangi masalah di atas, agar 
dapat menggambarkan secara detail dan rinci ha­
sil kajian, maka rumusan masalah yang diajukan 
penulis yaitu mengapa implementasi program 
JPD di kota Yogyakarta belum efektif mencapai 
tujuannya? Dengan rumusan tersebut, maka sa­
ngat penting untuk diketahui dan dijelaskan alas­
an­alasan mengapa implementasi program JPD 
menjadi tujuan dari penulisan ini.
Tabel 1 Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Yogyakarta
Sumber: Data diolah peneliti dari data dokumen Disdikpora DIY, 2012.
29
II. TINJAUAN TEORI
A. Implementasi Kebijakan Publik
Subarsono (2003: 2) menjelaskan bahwa ling­
kup kebijakan publik sangat luas karena menca­
kup berbagai sektor atau bidang pembangunan, 
di antaranya seperti kebijakan publik di bidang 
pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, per­
tahanan, dan sebagainya. Di samping itu, jika 
dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat 
bersifat nasional, regional, maupun lokal, seper­
ti undang­undang (UU), peraturan pemerintah 
(PP), peraturan pemerintah provinsi, peraturan 
pemerintah kabupaten/kota (Perda), dan Kepu­
tusan Bupati/Walikota (Perwal). Hal tersebut di­
jelaskan juga oleh Nugroho (2009: 91) mengenai 
bentuk/produk pertama kebijakan publik yaitu 
peraturan perundangan yang termodifikasi secara 
formal dan legal. Pada UU No. 10/2004 tentang 
Pembentukan Perundang­undangan, di pasal 7 
mengatur jenis dan hierarkinya, sebagai beri­
kut; (1) UUD Negara RI Tahun 1945, (2) UU/
PP Pengganti UU, (3) Peraturan Pemerintah, (4) 
Peraturan Pemerintah, dan (5) Peraturan Daerah 
(Perda).
Sementara itu, pemahaman secara teore­
tis mengenai esensi kebijakan publik dijelaskan 
oleh Wibawa (2011: 2), kebijakan merupakan 
arah tindakan yang mempunyai maksud/tujuan, 
yang diterapkan oleh seorang atau beberapa aktor 
guna mengatasi suatu masalah (Anderson, 1979). 
Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 
dilakukan atau tidak dilakukan juga dapat dika­
takan sebagai kebijakan publik (Dye, 1975). San­
toso (1993) memaknai kebijakan publik sebagai 
serangkaian instruksi dari para pembuat kepu­
tusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan 
cara­cara mencapai suatu tujuan, ataupun suatu 
hipotesis yang berisi kondisi­kondisi awal dan 
akibat­akibat ke depan. 
Lebih spesifik dalam konteks pendidikan, 
Rohman (2009: 108) menjelaskan bahwa kebi­
jakan pendidikan sebagai salah satu kebijakan 
publik yang mengatur khusus regulasi penye­
lenggaraan pendidikan yang berupa pedoman 
bertindak sebagai arah tindakan, program, serta 
rencana tertentu dalam mencapai tujuan yang te­
lah ditetapkan. 
Implementasi kebijakan publik menurut 
Ripley dan Franklin (1982) yaitu apa yang terjadi 
setelah undang­undang ditetapkan yang mem­
berikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit), atau suatu jenis keluaran nyata (tangi-
ble output). Istilah implementasi menunjuk pada 
sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan 
maksud tentang tujuan­tujuan program dan ha­
sil­hasil yang diinginkan oleh para pejabat peme­
rintah. Implementasi mencakup rangkaian tin­
dakan (tanpa tindakan­tindakan) oleh ber bagai 
aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud­
kan untuk membuat program berjalan (Winarno, 
2012: 148­145). 
Jones (1996) menjelaskan bahwa imple­
mentasi merupakan suatu aktivitas yang dimak­
sudkan untuk mengoperasionalkan sebuah pro­
gram (Rohman, 2009: 134­135). Sedangkan 
Grindle (1980) menjelaskan bahwa tugas imple­
mentasi adalah membentuk suatu ikatan (linkage) 
yang memudahkan tujuan­tujuan kebijakan bisa 
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan 
pemerintah. Tugas implementasi itu mencakup 
terbentuknya “a policy delivery system”, yaitu sa­
rana tertentu dirancang dan dijalankan dengan 
harapan sampai tujuan yang telah ditetapkan 
(Winarno, 2012: 149). 
Inti dari maksud implementasi kebijakan 
publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan 
keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang 
dilakukan oleh para implementor kepada kelom­
pok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 
mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan 
diharapkan akan muncul manakala policy output 
dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik 
oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka 
panjang hasil kebijakan akan mampu diwujud­
kan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 21).
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa 
program JPD merupakan amanat dari Peraturan 
Daerah (Perda) kota Yogyakarta No. 23 Tahun 
2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di 
Kota Yogyakarta. Legalitas tersebut menjadi argu­
men kuat bahwa program JPD merupakan salah 
satu produk kebijakan publik di bidang pen­
didikan yang secara tegas ditetapkan peraturan 
formalnya dalam perundang­undangan sebagai 
pedoman pelaksanan.
Fajar Sidik - Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogyakarta
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B. Rumusan Indikator Kinerja Implementasi 
Kebijakan Publik
Oxford English Dictionary mendefinisikan kinerja 
sebagai: ‘the accomplishment, execution, carrying 
out, working out of anything ordered or underta ken’. 
Dari definisi tersebut, kinerja dapat diartikan se­
bagai keberhasilan (kesuksesan) suatu tindakan, 
tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, 
kelompok, atau organisasi. Kinerja dengan de­
mikian dapat merujuk pada keluaran, hasil (out-
comes), maupun pencapiaan (accomplishment). 
Jika dikaitkan dengan kebijakan, maka kinerja 
suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gam­
baran mengenai tingkat pencapaian implementa­
si dalam mewujudkan sasaran dan tujuan sutau 
kebijakan, baik itu berupa keluaran kebijakan 
(policy output), maupun hasil kebijakan (policy 
outcome) seperti yang dijelaskan oleh Purwanto 
dan Sulistyastuti (2012: 99­100).
Kegagalan ataupun keberhasilan imple­
mentasi suatu kebijakan dalam mewujudkan 
tujuan yang telah ditetapkan, dalam literatur 
studi implementasi yang kemudian dikonseptual­
isasikan sebagai kinerja implementasi merupakan 
bagian yang paling penting/vital. Sebagai fokus 
kajian, kinerja implementasi menjadi bagian yang 
paling penting dalam studi implementasi. Penge­
tahuan penulis tentang kinerja implementasi 
menjadi hal yang vital, sebab berdasarkan penge­
tahuan yang dimilikinya tersebut akan membuat 
judgement (penilaian) apakah implementasi suatu 
kebijakan boleh dikatakan berhasil atau gagal 
(Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 98). Secara 
praksis, Mazmanian dan Sabatier menjelaskan 
bahwa implementasi kebijakan diperlukan untuk 
melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif 
yang dibuat (Akib, 2012: 4).
Sementara itu, seperti yang dijelaskan Rip­
ley (1985), agar dapat memahami realitas imple­
mentasi dengan baik maka perlu dilihat secara 
detail dengan mengikuti proses implementasi 
yang dilalui para implementor dalam upaya un­
tuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto 
dan Sulistyastuti, 2012: 72). Lebih lanjut, Pur­
wanto dan Sulistyastuti (2012: 100) menjelaskan 
bahwa untuk dapat menentukan tinggi rendah­
nya kinerja implementasi suatu kebijakan, maka 
penilaian kinerja (performance measurement) me­
ru pakan sesuatu yang penting. 
Penilaian terhadap kinerja adalah pene­
rapan metode yang dipakai oleh penulis untuk 
menjawab pertanyaan pokok dalam studi imple­
mentasi, yaitu (i) apa isi dan tujuan dari suatu 
kebijakan, (ii) apa tahapan­tahapan yang ha­
rus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut 
dilakukan, (iii) apakah setelah tahapan­tahapan 
tersebut dilakukan, implementasi yang dijalan kan 
tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau 
tidak. Maka, secara sederhana untuk dapat me­
nilai kinerja implementasi suatu program dapat 
dilihat pada kerangka pengukuran di Gambar 1.
Dari gambar di samping, terlihat bahwa 
tercapainya tujuan suatu kebijakan akan melalui 
tahapan­tahapan yang cukup panjang. Tahapan 
tersebut dimulai dari adanya: (i) input kebijakan 
(sumber daya) yang dipakai untuk menghasil­
kan produk dan layanan dari suatu program dan 
layanan dari suatu program; (ii) proses atau ke­
giatan (kegiatan untuk menghasilkan produk dan 
layanan publik), dan keluaran (output) kebijakan 
berupa produk dan layanan publik yang dapat 
dinikmati oleh kelompok sasaran; (iii) hasil awal; 
(iv) hasil jangka menengah; dan (v) hasil jangka 
panjang.
Maka, sebagaimana telah disebutkan dalam 
kerangka logis pengukuran kinerja implementasi 
yang dipaparkan di atas, indikator utama untuk 
mengukur kinerja dibedakan menjadi dua yaitu 
indikator output dan indikator outcome. Berdasar­
kan penjelasan Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 
105­112), secara rinci dapat dijelaskan demikian:
1. Indicator policy output: digunakan untuk 
mengetahui konsekuensi langsung yang 
dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai 
akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, 
pendistribusian hibah, subsidi, dan lain­
lain yang dilaksanakan dalam implemen­
tasi suatu kebijakan. Secara umum, apa­
bila kebijakan atau program yang ingin 
dievaluasi tersebut merupakan kebijakan 
distributif, kebijakan itu dimaksudkan un­
tuk membantu anggota masyarakat atau 
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Berpedoman dari Ripley (1985), indikator 
yang dapat digunakan untuk menilai kua­
litas policy output dideskripsikan di Tabel 2. 
kelompok masyarakat yang kurang berun­
tung melalui instrumen material seperti pe­
layanan gratis, subsidi, hibah, dan lain­lain. 
Gambar 1 Kerangka Logis Pengukuran Kinerja Implementasi
   Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 100.
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Tabel 2 Indikator Keluaran (output) Kinerja Kebijakan
 Sumber: Dirangkum dari Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 105­110.
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2. Indicator policy outcomes: digunakan untuk 
menilai hasil implementasi suatu kebijak an. 
Dalam berbagai literatur, indicator outcomes 
juga disebut sebagai indikator dampak ke­
bijakan (policy impact). Hasil atau dampak 
kebijakan pada dasarnya berkaitan de ngan 
perubahan kondisi masyarakat yang men­
jadi kelompok sasaran kebijakan atau pro­
gram yaitu kondisi awal yang tidak dike­
hendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan 
keluarga miskin yang buruk, dan sebagai­
nya) menuju ke kondisi baru yang dike­
hendaki (lebih sejahtera, derajat kesehatan 
keluarga miskin yang lebih baik, kemam­
puan keluarga miskin memenuhi kebutuh­
an pokok yang lebih baik).
Hasil atau dampak yang terjadi tentu 
sangat tergantung dengan apa kebijakan/
program yang telah ditetapkan. Dalam 
realita di lapangan, merumuskan indika­
tor dampak tidak mudah dilakukan. Hal 
ini disebabkan oleh setidaknya dua hal: 
(i) Luasnya cakupan kebijakan, dan (ii) 
tujuan kebijakan seringkali tidak spesifik. 
Karena dua hal tersebut, kebijakan menja­
di terasa sangat abstrak dan luas sehingga 
tidak mudah untuk secara spesifik menye­
but sebenarnya apa luas lingkup kebijakan 
tersebut (pendidikan, kesehatan, pertanian, 
dan lain­lain). Dari situasi demikian, maka 
evaluator perlu mengembangkan teknik, 
yaitu menguraikan tujuan kebijakan men­
jadi lebih rinci agar indikator dampak lebih 
mudah untuk dirumuskan. 
Metode pengembangan indikator dila­
kukan dengan cara mengembangkan kon­
sep­konsep yang sesuai dengan program 
yang akan diukur kinerjanya. Dengan 
teknik tersebut, untuk menguraikan secara 
detail kebijakan yang bersifat makro men­
jadi yang lebih measurable.
Dalam kontekstualisasi yang diterap­
kan pada kajian ini, penulis menjelaskan 
rumusan tadi menjadi dua bagian pokok 
penilaian yaitu penilaian keluaran (out-
put) dan hasil (outcome). Dalam penilaian 
keluaran program yang jadikan aspek pe­
nilaian meliputi akses, cakupan (cover-
age), frekuensi, bias (menyimpang), ser-
vice delivery, akuntabilitas, dan kesesuaian 
program de ngan kebutuhan. Sedangkan, 
penilaian pada hasil (outcome) program 
meliputi tahap initial (dampak langsung), 
tahap intermediate (jangka menengah), dan 
tahap long-term (dampak jangka panjang). 
Rumusan indikator kinerja tersebut digu­
nakan untuk mengukur efektivitas kinerja 
implementasi program JPD.
III. METODE PENELITIAN
Hasil kajian implementasi program JPD di kota 
Yogyakarta dijelaskan secara lebih komprehen­
sif melalui metode penelitian kualitatif dengan 
deskriptif­kualitatif sebagai pendekatan yang di­
gunakan. Pendekatan tersebut digunakan kare­
na sangat relevan dengan karakteristik masalah 
penelitian yang dihadapi masih berupa asum­
si­asumsi sehingga dibutuhkan eksplorasi lebih 
detail dan mendalam dari partisipan agar dapat 
dideskripsikan dan dijelaskan lebih rinci dan ob­
jektif. 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan tiga 
sekolah negeri jenjang SMP dan SMA menjadi 
lokasi penelitiannya. Pengambilan sekolah pada 
jenjang tersebut karena memiliki siswa KMS ter­
banyak. Sedangkan subjek penelitian di antara­
nya adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) 
JPD Dinas Pendidikan, guru Bimbingan dan 
Konseling (BK) yang mengurusi KMS, siswa, 
dan orangtua siswa. Teknik observasi, wawancara 
mendalam (indepth interview), dan dokumentasi 
digunakan dalam pengumpulan data. Selanjut­
nya, data dianalisis melalui tiga tahap yaitu re­
duksi data (data reduction), display (data display), 
dan  kesimpulan (conclusion drawing/verification). 
Agar hasil kajian memiliki derajat keper­
cayaan tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan 
terutama oleh penulis sebagai instrumen pokok, 
maka penulis melakukan triangulasi data untuk 
melakukan kroscek data satu dengan yang lain 
(wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk 
dibandingkan dari sumber data yang diperoleh 
penulis di lapangan yang telah diorganisasikan, 
dianalisis, dan disimpulkan di tahap akhirnya.
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IV. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI
A. Keluaran Program JPD di Kota Yogyakarta
Analisis keluaran program JPD difungsikan un­
tuk mengetahui konsekuensi langsung yang 
dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat 
ada nya realisasi kegiatan, aktivitas, dan distribusi 
bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin 
yang terdaftar dalam KMS. Hasil analisis efek­
tivitas implementasi program JPD dilihat dari 
penilaian indikator keluaran (output) program 
yaitu akses, cakupan (coverage), frekuensi, bias 
(menyimpang), service delivery, akuntabilitas, dan 
kesesuaian program dengan kebutuhan, sebagai 
berikut:
1. Akses
Persoalan belum efektifnya akses dapat 
dilihat pada adanya kesulitan siswa yang 
ber asal dari luar kota yang terdaftar dalam 
KMS dan memiliki KTP Kota Yogyakarta. 
Pada ketentuan sistem Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) yang diberlakukan, 
siswa KMS diwajibkan membawa Surat 
Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang te­
lah difotokopi dan dilegalisir. Masalah ter­
jadi ketika, secara serentak terlebih dahulu 
pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
mengumumkan kepada sekolah­sekolah 
yang ada untuk mempermudah legalisir 
SKHU kepada para siswa KMS. Namun, 
persoalan terjadi pada siswa KMS yang ber­
asal dari sekolah luar Yog yakarta. 
Contoh kasus yang dijumpai oleh penu­
lis adalah ketika orangtua siswa terdaf­
tar sebagai KMS oleh Pemkot Yogyakarta 
(dibuktikan dengan Kartu Keluarga/C1 
dan identitas KMS yang dimiliki), namun 
anaknya berasal dari salah satu sekolah di 
wilayah Gunung Kidul (luar Kota Yogya­
karta, namun masih wilayah DIY). Anak­
nya i ngin bersekolah di Kota Yogyakarta. 
Namun, sekolah anaknya di Gunung Ki­
dul tidak mau mengeluarkan SKHU un­
tuk difotokopi dan dilegalisir sebagai per­
syaratan JPD, karena di sekolah itu SKHU 
dikeluarkan secara serentak untuk semua 
siswa lulusan sekolah tersebut, tidak ada 
kebijakan khusus bagi siswa tertentu untuk 
mendhaului dikeluarkan SKHU­nya. Situ­
asi ini berbeda dengan warga yang berseko­
lah di Kota Yogyakarta, yang berdasarkan 
himbauan dari Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta, yang mempermudah proses 
pembuatan SKHU asli dan fotokopi yang 
sudah dilegalisir. Akibatnya, anak peme­
gang KMS yang berasal dari sekolah luar 
Kota Yog yakarta ke sulitan memenuhi per­
syaratan wajib untuk mendapatkan JPD di 
sekolah tujuannya.
2. Cakupan (Coverage)
Seberapa besar kelompok sasaran yang su­
dah dapat dijangkau (mendapatkan layan­
an) dengan menetapkan siapa saja yang 
menjadi kelompok sasaran dari JPD hal 
yang penting untuk dijelaskan dalam kon­
teks ini. Datanya tersedia pada Tabel 3 di 
bawah.
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bah­
wa proporsi jumlah sasaran yang sudah 
mendapatkan layanan terhadap total 
kelompok target yang ingin dijangkau 
menunjukkan bahwa target program be­
lum tercapai. 
Tabel 3 Perbandingan Jumlah Sasaran dan Capaian Cakupan Program JPD
Sumber: Data diolah peneliti dari dokumen DPPA SKPD, 2012.
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3. Frekuensi 
Penerima JPD di kota Yogyakarta menda­
pat kan besaran jaminan pendidikan ber­
dasarkan ketetapan Walikota Yogyakarta 
Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan 
Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi 
Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju 
Sejahtera (KMS). Besaran JPD didasarkan 
pada kebutuhan di masing­masing jenjang 
pendidikan. Jenis dan besaran jaminan bagi 
penerima JPD disesuaikan dengan Biaya 
Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 
yang ditentukan oleh Kota Yogyakarta. 
Sebagai contoh TK, SD, dan SMP negeri 
tidak mendapatkan jaminan biaya opera­
sional karena sudah ada BOS, namun tetap 
mendapatkan bantuan pembelian seragam 
(TK dan SD), serta pembelian sera gam dan 
buku (SMP). Lain halnya dengan SMP 
swasta yang mendapatkan JPD berupa bi­
aya ope rasional, biaya investasi, biaya sera­
gam dan buku. Begitu pula dengan SMA/
SMALB/MA, dan SMK, antara negeri dan 
swasta berbeda termasuk mendapatkan bi­
aya operasional, karena jenjang pendidikan 
SMA sejajar belum mendapakan program 
BOS. Dalam konteks ini, penulis tidak me­
nemukan masalah.
4. Bias
Apakah pelayanan yang diberikan oleh 
implementor terjadi bias (penyimpangan) 
kepada kelompok masyarakat yang bu­
kan menjadi target sasaran program? Jika 
terdapat kelompok sasaran yang bukan 
sasaran program mendapatkan bantuan 
JPD, berarti dapat dikatakan terjadi bias. 
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa 
program ini masih belum tepat sasaran. 
Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa 
para siswa KMS yang mendaftarkan JPD 
di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada 
waktu PPDB dilaksanakan, tidak sedikit 
siswa yang memiliki ponsel lebih dari satu 
dan bermerek seperti Blackberry maupun 
iPhone. Orangtua siswa juga mengenakan 
pakaian yang bagus dan menggunakan per­
hiasan. Bahkan ditemukan pula kasus siswa 
ber­KMS namun mampu membayar uang 
gedung dan SPP di sekolah.
5. Ketepatan layanan
Apakah pelayanan yang diberikan dalam 
implementasi program JPD dilakukan te­
pat waktu atau tidak? Indikator ini sa ngat 
penting untuk menilai service delivery (pe­
nyampaian layanan) suatu program yang 
memiliki sensitivitas terhadap ketepatan 
waktu. Artinya, apabila terjadi keterlam­
batan, maka akan membawa implikasi keti­
dakefektifan implementasi program dalam 
mencapai tujuannya. Dalam implemen­
tasi pencairan dana terjadi keterlambatan 
se hingga distribusi dana bantuan belum 
efektif. Padahal dana sangat urgen untuk 
digunakan bagi siswa KMS untuk melan­
carkan proses penyelenggaraan pendidikan 
pada sekolah yang ditempati, seperti pem­
belian seragam. Problem terletak pada pen­
cairan dana bantuan yang masih belum te­
pat waktu dan ini terjadi setiap tahun nya. 
Sebagai contoh, seharusnya bantuan pro­
gram diberikan kepada siswa baru pada bu­
lan Juli untuk pembelian segaram sekolah, 
namun pencairan dana baru bisa diterima 
pada bulan Agustus­September.
6. Akuntabilitas
Apakah tindakan para implementor da­
lam menjalankan tugas mereka untuk me­
nyampaikan keluaran program kepada tar­
get sasaran dapat dipertanggungjawabkan? 
Berdasarkan data dokumentasi yang berha­
sil diperoleh penulis mengenai hasil laporan 
rincian besar kecilnya keuangan, berdasar­
kan setiap jenjang pendidikan dari TK/
RA, SMP/MTs, dan SMA/SMK keuangan 
yang diberikan pada penulis menunjuk­
kan bahwa transparansi dalam pelaksanaan 
program tersebut sebagai indikasi pertang­
gungjawaban dari pihak implementor dari 
program JPD tersebut. Sementara itu, di ke­
tahui bahwa setiap sekolah wajib memberi­
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kan laporan pertanggungjawaban kepada 
UPT JPD. Apabila sekolah tidak membuat 
LPJ, maka dana tidak akan dilakukan dis­
tribusi pada sekolah­sekolah yang bersang­
kutan, karena itu sudah menjadi SOP. Hal 
ini dikuatkan dengan hasil observasi yang 
telah dilaksanakan, memang benar bahwa 
setiap sekolah tidak hanya akan ditinjau 
oleh BPK sendiri, melainkan juga harus 
membuat LPJ mengenai penggunaan dana 
JPD tersebut direalisasikan oleh sekolah. 
Sehingga, dengan indikator tersebut dapat 
dikatakan efektif dan tidak ditemukan ma­
salah.
7. Kesesuaian program dengan kebutuhan 
siswa
Apakah berbagai keluaran program JPD 
yang diterima oleh kelompok sasaran me­
mang sesuai dengan kebutuhan mere­
ka atau tidak? Dalam konteks ini, secara 
umum penulis akan menjelaskan dari hasil 
penelitian survei yang telah dilakukan oleh 
Bappeda Kota Yogyakarta di Tahun 2011 
bahwa hasil survei menunjukkan seba nyak 
56,91 persen responden setuju, 40,65 per­
sen res ponden sangat setuju bahwa pro­
gram JPD sangat membantu warga. Hanya 
seba nyak 0,81 persen responden yang tidak 
setuju. Kemudian, pendapat masyarakat 
penerima JPD bahwa jumlah bantuan yang 
diterima sudah sesuai dengan kubutuhan 
kelompok sasaran program JPD menun­
jukkan seba nyak 58,54 persen reponden 
menyatakan setuju dan 12,20 persen me­
nyatakan sangat setuju bahwa pemberian 
jaminan pendidikan te lah sesuai dengan 
kebutuhan warga (Ashari dan Panuntun, 
2012). Hasil kajian penelitian ini digu­
nakan penulis untuk menunukkan bahwa 
berbagai keluaran program JPD yang dite­
rima oleh target sasaran memang sesuai 
dengan kebutuhan mereka.
Berdasarkan analisis di atas, keluaran 
(output) program seperti akses, bias, ca­
kupan, dan ketepatan layanan masih meng­
alami kendala di lapangan yang mengaki­
batkan implementasi program JPD di kota 
Yogyakarta belum efektif di implementa­
sikan untuk mencapai tujuan seperti yang 
diharapkan.
B. Hasil Program JPD di Kota Yogyakarta
Hasil atau dampak kebijakan pada dasar nya 
berkaitan dengan perubahan kondisi ma­
syarakat yang menjadi kelompok sasaran ke­
bijakan atau program yaitu kondisi awal yang 
tidak menuju ke kondisi baru yang dikehenda­
ki. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa 
dengan adanya JPD dapat mengubah kondi­
si (tingginya angka putus sekolah) menuju 
kondisi baru (berkurangnya anak putus seko­
lah) dari keluarga miskin menjadi tujuannya. 
Dengan adanya program JPD, Pemkot Yogya­
karta menjamin siswa agar termotivasi belajar 
dan dapat bersekolah yang berkualitas. Hasil 
analisis efektivitas implementasi program JPD 
dilihat dari hasil (outcome) program menun­
jukkan hasil penilaian berikut ini:
1. Initial (dampak langsung)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaku­
kan Bappeda Kota Yogyakarta (2011), 
didapat informasi bahwa sebagian besar 
res ponden penerima manfaat program 
JPD KMS, menyatakan bahwa seluruh 
bantuan JPD digunakan untuk kebutuhan 
pendidikan sebanyak 31,71 persen yaitu 
Sa ngat Setuju (SS), 61,79 persen menya­
takan setuju (S), kemudian Netral sebe­
sar 4,88 persen, dikuti Tidak Setuju 0,91 
persen, dan Sangat Tidak Setuju sebesar 
1,63 persen (Ashari dan Panuntun, 2012). 
Adapun realisasi dana serapan atas dana 
anggaran yang dialokasikan Pemkot Yog­
yakarta melalui program JPD baik sekolah 
negeri maupun swasta dari TK, SD, SMP/
MTs, SMA/SMK dalam tiga tahun terakhir 
dideskripsikan sebagai berikut. 
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Tabel 4 Serapan Dana Program JPD di Kota Yogyakarta
Dari hasil wawancara penulis kepada 
para partisipan terutama kepada siswa dan 
orangtua, responden menyatakan bahwa 
adanya JPD ini memang langsung dira­
sakan manfaatnya dan sangat mambantu 
para keluarga miskin. Para orangtua terban­
tu karena anaknya mendapatkan keringan­
an biaya sekolah, mendapatkan bantuan 
berupa buku dan seragam. Secara spesifik 
dalam penilaian ini, dampak program yang 
diberikan kepada para siswa miskin (KMS) 
dapat secara langsung dirasakan.
2. Intermediate (dampak jangka mene ngah)
Idealnya setelah dana dan bantuan diteri­
ma, maka para siswa tersebut dapat termo­
tivasi dalam meningkatkan prestasi belajar. 
Jika outcomes yang diberikan tersebut dapat 
dimanfaatkan dengan baik oleh target sasar­
an tersebut, pada gilirannya selain dapat 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
juga pada akhirnya akan dapat mening­
katkan lulusan berkualitas dan mampu 
menyelesaikan studi wajar 12 tahun seperti 
yang ditetapkan tujuan program JPD. Ha­
sil analisis kajian menunjukkan:
Sumber: Laporan keuangan JPD, 2012.
a. Motivasi belajar siswa KMS rendah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
motivasi dan semangat untuk belajar 
siswa penerima beasiswa KMS masih 
rendah, seperti deskripsi di bawah ini:
Hasil penilaian dari orang per orang 
yang diberikan oleh sumber data yaitu 
kepala sekolah, guru, siswa KMS, dan 
siswa non­KMS. Jumlah populasi pe­
nelitian yaitu siswa pemegang kartu 
beasiswa KMS pada jenjang SMA di 
Kota Yogyakarta sebanyak 129 siswa 
yang tersebar di 11 SMA negeri yang 
memperoleh beasiswa KMS tahun 
2010. Sampel yang diambil sebanyak 
53 siswa penerima beasiswa KMS seba­
gian kumulasi dari sekolah sampel, ya­
itu SMAN 8, SMAN 2, SMAN 7, dan 
SMAN 5. Secara berurutan yaitu seba­
nyak 67,92 persen kategori kurang baik, 
30,2 persen kategori baik, 1,89 persen 
kategori tidak baik, dan tidak ada sam­
pel dalam kategori sangat baik.
Sebagai contoh kasus yang diperoleh 
penulis di lapangan sebagai gambaran 
motivasi belajar siswa KMS rendah ada­
lah pada jenjang SMP. Penjelasannya 
dapat dicermati pada Tabel 6.




Tabel 6 Persepsi Guru BK Terhadap Motivasi Belajar Para Siswa KMS Jenjang SMP di Kota Yogyakarta
Sumber: Wawancara, 2014
Penelitian dilakukan di sekolah 
SMPN A, SMPN B, dan SMPN C Yog­
yakarta sebagai unit analisis. Sekolah 
tersebut dipilih dengan pertimbangan 
memiliki jumlah siswa KMS terbanyak 
di antara sekolah lain yang ada.
Persoalan yang ada adalah rata­rata 
siswa KMS bermasalah baik dalam aspek 
kurangnya disiplin, malas, kemudian 
motivasi belajar mereka sangat jauh ber­
beda dengan siswa biasa (bukan KMS). 
Siswa KMS juga ada yang bagus kare­
na memang dasar untuk masuk nilai­
nya memenuhi dan mampu beradaptasi 
dengan cepat. Akan tetapi bagi mereka 
yang nilainya tidak memenuhi (rendah) 
terjadi kesulitan dalam beradaptasi be­
lajar dan biasaya tertinggal. Kondisi se­
perti itu menjadi masalah sekolah yang 
umumnya memiliki banyak siswa KMS.
b. Prestasi belajar siswa KMS rendah
Hasil kajian yang telah dilakukan Dar­
mawati (2011) kepada para sampel 
yang diambil sebanyak 53 siswa pene­
rima beasiswa KMS sebagai kumulasi 
dari sekolah yang dijadikan kajian ya­
itu SMAN 8, SMAN 2, SMAN 7, dan 
SMAN 5, digunakan penulis sebagai 
deskripsi penjelas. Hasil kajian terse­
but didasarkan dokumen hasil belajar 
Ulangan Tengah Semester (UTS) dan 
Ulangan Akhir Semester (UAS) semes­
ter genap tahun 2010/2011. 
Dari nilai tersebut diperoleh rata­ra­
ta perolehan pada lima mata pelajaran 
yaitu; 1) Bahasa Indonesia, 2) Matem­
atika, 3) Geografi, 4) Fisika, dan 5) 
PKn. Nilai pada masing­masing mata 
pelajaran dijumlahkan dari hasil UTS 
dan UAS kemudian dirata­rata seperti 
disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Rata­rata Hasil UTS dan UAS Lima Mata Pelajaran Siswa  Penerima Beasiswa KMS di SMA Kota 
Yogyakarta Tahun 2011
Sumber: Darmawati, 2011
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Selain itu, prestasi belajar siswa juga 
dilihat dari penilaian Kriteria Ketun­
tasan Minimal (KKM) dalam menem­
puh mata pelajaran yang diterimanya 
menunjukkan hasil yang terlihat pada 
Tabel 8.
Dari hasil di atas, persentase siswa 
yang mencapai KKM pada mata pelajaran 
Bahasa Indonesia yaitu 79,25 persen, se­
dangkan terendah pada mata pelajaran 
Fisika sebanyak 60,38 persen dari sam­
pel (53 orang). Besarnya jumlah siswa 
penerima beasiswa KMS yang belum 
mencapai KKM rata­rata hampir men­
capai 30 persen setiap mata pelajaran. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bah­
wa prestasi siswa beasiswa KMS belum 
dapat dikatakan tinggi/baik karena ma­
sih terdapat hampir rata­rata 30 persen 
KKM yang diperoleh belum mencapai 
standar penilaian (Darmawati, 2011).
Kemudian, deskripsi kasus yang ter­
jadi pada jenjang SMP negeri di kota 
Yogyakarta menunjukkan bahwa presta­
si belajar siswa KMS masih dapat dika­
takan rendah (Tabel 9).
Tabel 9 Persepsi Guru BK Terhadap Prestasi Belajar Para Siswa KMS Jenjang SMP di Kota Yogyakarta
Secara umum guru BK yang ada di 
masing­masing sekolah yang menja­
di sampel menjelaskan bahwa rata­rata 
prestasi belajar siswa KMS yang dimi­
liki masih rendah. Hal ini secara tidak 
langsung dipahami dari hasil input 
siswa yang nilainya juga rendah. Dari 
sekolah yang dijadikan unit analisis 
penulis menunjukkan rata­rata siswa 
KMS mengalami kesulitan beradaptasi 
dalam mengikuti proses kegiatan belajar 
mengajar yang dilaksanakan.
3. Long term (dampak jangka panjang)
Arah fokus penilaian tahap ketiga yaitu 
long-term (dampak jangka panjang), dalam 
konteks ini adalah menjelaskan pencapai an 
kondisi lulusan yang berkualitas dan mam­
pu menyelesaikan Wajib Belajar 12 Tahun 
seperti komitmen Pemkot Yogyakarta. 
Warga miskin yang terdaftar KMS dija­
min melalui program JPD agar tidak ada 
lagi siswa yang putus sekolah, semua dapat 
mengakses sekolah negeri yang berkualitas. 
Deskripsi masalah pendidikan yang diha­
dapi Kota Yogyakarta adalah kecenderung­
an peningkatan jumlah siswa yang tidak 
Tabel 8 Perolehan KKM Siswa Penerima  Beasiswa KMS  di SMA Kota Yogyakarta Tahun 2011
Sumber: Darmawati, 2011
Sumber: Diolah peneliti dari hasil wawancara.
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Kemudian, pada jurusan IPS tingkat 
SMA/MA juga mengalami peningkatan 
jumlah tidak lulus setiap tahunnya se­
perti yang dapat di lihat pada grafik di 
bawah ini.
lulus UN. Secara umum, performa kuali­
tasnya mengalami penurunan baik jenjang 
SMP maupun SMA. Hasil analisis penulis 
menunjukkan:
a. Jenjang SMP di Kota Yogyakarta
Hasil analisis menunjukkan bahwa 
jumlah siswa setiap tahunnya menurun. 
Namun, angka putus sekolah setiap ta­
hunnya mengalami peningkatan sesuai 
dengan deskripsi grafik di bawah ini.
Grafik 1 Rekapitulasi Tiga Tahun 
Terakhir Angka Tidak Lulus UN
Jenjang SMP/MTs/SMPT di Kota 
Yogyakarta
Sumber: Disdik Kota Yogya
b. Jenjang SMA di Kota Yogyakarta
Pada jurusan Bahasa pada tingkat SMA/
MA juga mengalami peningkatan jum­
lah tidak lulus setiap tahunnya. Jumlah 
peningkatan sangat signifikan terjadi se­
tiap tahunnya seperti deskripsi berikut.
Grafik 2 Rekapitulasi Tiga Tahun 
Terakhir Angka Tidak Lulus UN
Jenjang SMA/MA Jurusan Bahasa 
di Kota Yogyakarta
Sumber: Disdik Kota Yogya
Grafik 3 Rekapitulasi Tiga Tahun 
Terakhir Angka Tidak Lulus UN 
Jenjang SMA/MA Jurusan IPS di 
Kota Yogyakarta
Sumber: Disdik Kota Yogya
Selanjutnya pada jurusan IPA tingkat 
SMA/MA juga mengalami peningkatan 
jumlah tidak lulus setiap tahunnya se­
perti deskripsi di bawah ini.
Grafik 4 Rekapitulasi Tiga Tahun 
Terakhir Angka Tidak Lulus UN 
Jenjang SMA/MA Jurusan IPA di 
Kota Yogyakarta
Sumber: Disdik Kota Yogya
Lebih spesifik untuk menggambar­
kan dampak jangka panjang program 
JPD, perlu diketahui bahwa pencapaian 
atas tolak ukur kinerja program JPD 
dapat dicermati dari deskripsi tabel beri­
kut.
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Tabel 10 Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Program JPD
Sumber: Dokumen DPPA SKPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2012.
Hasil analisis penulis menunjukan 
bahwa jumlah putus sekolah terja­
di peningkatan setiap tahunnya pada 
jenjang pendidikan SMA/SMK dari 
tahun 2008/2009 sebanyak 12 anak, 
2009/2010 sebanyak 24 anak, dan 
2010/2011 naik secara signifikan se­
banyak 83 anak. Kemudian, dari angka 
melanjutkan sekolah di kota Yogyakarta 
dari sekolah dasar menuju jenjang ting­
kat SMP setiap tahunnya juga terjadi 
penurunan yaitu pada tahun 2008/2009 
sebesar 118,59 persen, mengalami pe­
nurunan di tahun 2009/2010 menjadi 
110,91, dan kemudian turun lagi men­
jadi 110,54 di tahun 2011. Begitu juga 
yang terjadi pada Angka Partisipasi Mur­
ni (APM) yang terjadi di kota Yog yakarta, 
dapat diketahui bahwa APM mengalami 
penurunan pada jenjang pendidikan da­
sar di tahun 2011 menunjukkan angka 
133 persen, mengalami penurunan di 
tahun 2012 menjadi 131 persen. Untuk 
jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 
2011 menunjukkan angka 103,14 persen 
mengalami penurunan menjadi 98,14 
persen di tahun 2012.
Dengan demikian, hasil penjelasan 
data analisis di atas menjadi deskripsi 
penjelas bahwa kinerja implementasi 
program JPD belum secara efektif mam­
pu mencapai tujuannya. Jelas bahwa 
pada tahap long-term sebagai hasil (out-
comes) program dapat dikatakan masih 
menjadi harapan program dikarenakan 
ditahap kedua intermediate saja belum 
efektif dalam mencapai tujuannya.
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian penelitian imple­
mentasi program Jaminan Pendidikan Da­
erah (JPD) di kota Yogyakarta belum berjalan 
secara efektif dikarenakan keluaran (output) 
program seperti akses (access), penyimpang­
an (bias), cakupan (coverage), dan ketepatan 
layanan (service delivery) belum secara efektif 
dapat diimplementasikan. Kemudian, hasil 
(outcomes) program menunjukkan bahwa ban­
tuan yang diberikan kepada para siswa KMS 
dari program secara langsung dampak tersebut 
dapat dirasakan. Namun, secara lebih lanjut 
pada penilaian kedua yaitu dampak jangka 
menengah (intermediate) belum menunjuk­
kan efektivitas karena motivasi belajar mau­
pun prestasi belajar siswa KMS masih dapat 
dikatakan rendah. Selanjutnya, dampak jang­
ka panjang (long-term) belum dapat terwujud 
dan masih menjadi harapan program.
B. Saran
Tawaran solusi dari penulis, Pemkot Yogya­
karta dalam hal ini para pelaksana program 
Jaminan Pendidikan Daerah yaitu Bappeda, 
Dinsos UPT KMS, dan UPT JPD Dinas Pen­
didikan Kota Yogyakarta perlu melakukan be­
berapa hal agar kinerja implementasi program 
JPD dalam pelayanan pendidikan bagi keluar­
ga miskin (KMS) tersebut dapat meningkat di 
masa datang. 
Pihak sekolah diharapkan untuk difungsikan 
melakukan survei (home visite) ke rumah siswa 
miskin jika memungkinkan dan memberikan 
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rekomendasi catatan atas hasil identifikasi siswa 
“kaya/mampu”. Hal ini untuk meminima lisir 
kecemburuan yang terjadi.
Sebagai tindak lanjut, rekomendasi dari pi­
hak sekolah dilanjutkan ke UPT JPD Dinas 
Pendidikan Pota Yogyakarta, untuk dimin­
takan kepada pihak Dinsosnakertrans untuk 
menindak lanjuti agar dapat mencabut ber­
kas­berkasnya. Hal ini perlu dilakukan untuk 
lebih selektif dan meminimalisir penyalahgu­
naan KMS yang hanya bermotif memudahkan 
warga mampu mengakses sekolah negeri.
Untuk menjamin kolaborasi kerja sama 
secara integratif, lembaga­lembaga tersebut 
dalam pelaksanaan program JPD perlu mem­
berlakukan peraturan dan sanksi bagi warga/
masyarakat yang dengan sengaja memani­
pulasi dan menyalahgunakan, agar dapat dipi­
danakan dan paling sederhana adalah menca­
but berkas­berkas KMS dan jaminan JPD.
Dinas Pendidikan harus mengambil lang­
kah inisiatif yaitu, mengadakan pembinaan 
khusus seperti menambah jam belajar/bim­
bingan belajar untuk para siswa KMS, agar 
motivasi dan prestasi akademik dapat mening­
kat. Implikasi yang diharapkan, kesenjang­
an antara siswa KMS dan non­KMS dapat 
dimini malisir agar mampu bersaing dan ber­
adaptasi saat KBM dilaksanakan.
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